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ABSTRAK

Penting bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menyediakan dana
pelayanan publik dan masalah financial distress menjadi hambatan kesulitan keuangan daerah yang
mengakibatkan ketidakmampuan pemerintah untuk memberi pelayanan sesuai standar minimal
mutu pelayanan, untuk itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan bagi pemerintah
daerah khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) yang tugasnya merumuskan
kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah diantaranya anggaran, belanja,
akuntansi dan aset daerah. Kegiaan ini dilaksanakan oleh tim pengabdi dari Politeknik Negeri
Sriwijaya pada tahun 2023. Adapun tujuan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dan bukti-
bukti teoritis tentang financial distress dan pencegahannya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan
pada bulan Oktober 2023 yang dihadiri oleh pimpinan dan pegawai BPKAD di kantor beralamat
dijalan Kapten A Rivai Palembang. Pelaksanann kegiatan melalui beberapa tahapan mulai dari pre-
test dan post-test, memberian materi dan diskusi bersama peserta. Capaian kegiatan ini diantaranya
pegawai pemerintahan khususnya BPKAD memiliki pengetahuan terkait financial distress, serta
mengetahui faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya financial distress sehingga keuangan
pemerintah dapat terjaga dan terealisasi dengan tepat.

Kata Kunci: Financial Distress; Keuangan Daerah; Pencegahan

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah
dimulai sejak tahun 2001, yang dalam penerapannya diharapkan mendorong
kesejahteraan dan kemandirian pemerintah daerah. Salah satu Pemerintah daerah
di Indonesia yaitu Provinsi Sumatera Selatan secara administratif terdiri dari 13
Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota. Jika dilihat dari realisasi belanja
pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, selama tahun 2019-2021,
menunjukkan realisasi belanja daerah hanya sebesar 17% dari total belanja
daerah, sedangkan untuk belanja pegawai sebesar 19%
(https://sumsel.bps.go.id/,2023). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan
penatausahaan keuangan dan pencatatan akuntansi untuk menghasilkan laporan
keuangan secara lebih cepat, dan memperhitungkan analisis laporan keuangan
untuk perencanaan anggaran ditahun-tahun berikutnya. Tentu permasalahan
seperti tidak tercapaian target belanja ataupun pendapatan, memerlukan
perhatian serius bagi pemerintah daerah terkait kemungkinan dan indikasi
mengalami kebangkrutan. Kondisi keuangan pemerintah daerah menunjukkan
besarnya kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai layanannya secara
berkelanjutan (Nollenberger et al. (2003) dan kebangkrutan menjadi masalah
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yang sangat serius karena jika benar-benar mengalami kebangkrutan, maka
pemerintah daerah tersebut akan mengalami keterpurukan. Sebelum mengalami
kebangkrutan, maka pemerintah daerah akan mengalami suatu kondisi kesulitan
keuangan yang disebut dengan Financial distress.

Peraturan Pemerintah RI N0.58 Tahun 2005 dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah menunjukkan belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Financial Distress seharusnya
menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan belanja daerah terutama
belanja langsung yang bersinggungan dengan penyediaan kebutuhan masyarakat
melalui belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai langsung.
Secara empiris dalam pelaksanaan belanja langsung lebih mencerminkan untuk
belanja transfer kesejahteraan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan proinsi atau
kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan
dengan ketentuan undang-undang (Wulandari, Nugraeni, Wafa (2018) dan
diketahui bersama belanja pegawai memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja
pegawai.

Financial distress menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk
menyediakan dana yang berakibat ketidakmampuan dalam memberi pelayanan
pada publik secara maksimal (Jones dan Walker, 2007). Beberapa faktor yang
mempengaruhi financial distress Pemerintah Daerah seperti menurut Rinaldi
(2022) bahwa kemandirian keuangan daerah menjadi hal penting dalam
pelaksanaan otonomi daerah yang harus memiliki kewenangan dan kemampuan
untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan
keuangan sendiri. Besarnya tingkat kemandirian keuangan juga menunjukkan
besarnya kemampuan pemerintah dalam merencanakan belanja modal untuk
meningkatkan pelayanan prima (Elfiyana & Arza,2022). Selanjutnya menurut
Pranoto, Hasthoro & Nurwiyanta (2022), derajat desentralisasi fiskal juga
berpengaruh negatif terhadap financial distress pada Pemerintah Daerah karena
Pemerintah Daerah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi memiliki
banyak kewenangan dan kebijakan untuk mengoptimalkan belanja modal untuk
pelayanan public, kondisi ini juga didukung semakin lama berdirinya satu
pemerintahan daerah maka diharapkan pemerintah daerah tesebut telah mampu
mengatasi segala hambatannya dengan pengalaman financial yang didapatnya
(Sari, Dewata dan Jauhari,2023).

Selain itu beberapa faktor keuangan juga menunjukkan adanya pengaruh
terhadap financial distress contohnya pendapatan asli daerah yang menunjukkan
seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan keberhasilan
yang telah dicapai dari tahun ke tahun, dan Keberhasilan keuangan pemerintah
daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mencegah kekurangan pendanaan
dapat digambarkan dengan rasio efektivitas yang meningkat atau menurun yang
dialami oleh laporan keuangan pemerintah daerah (Pradana,2023). Selain itu
besarnya hutang menjadi awal terjadinya gagal bayar artinya semakin besar
jumlah hutang maka semakin tinggi terjadinya financial distress (Pangku & Radjak,
2021). Tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Masyarakat
sebagai indikator pencapaian kinerja pemerintah yang tercermin dalam kebijakan
pemerintah untuk rakyat dengan optimalisasi alokasi belanja modal dalam rangka
mencapai tujuan organisasi (Sari dan Arza,2019) dan kondisi ini dapat tercapai

Hal. 916



Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS
Volume 1, No 6 — Desember 2023 J P K I Z
e-ISSN : 29863104

Jurnal Pengabdian Kelaberasi dan Inovasi IPTERS

dengan adanya reformasi perubahan bentuk tata kelola pemerintahan yang
sentralisasi menjadi struktur desentralisasi (Hasthoro, Saksono, dan
Widiyanti,2021).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk
mensosialisasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan khususnya pada pemerintah
daerah Sumatera Selatan melalui BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki
fungsi dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Memprediksi potensi
kebangkrutan/financial distress sangat penting sebagai bahan evaluasi kinerja
pemerintah daerah yang selama ini terjadi. Untuk perlu mengetahui penyebab dan
upaya-upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
agar tidak terjadi kebangkrutan/ financial distress?. Tujuan dari kegiatan
pengabdian masyarakat ini adalah untuk melakukan sosialisasi terkait upaya
pencegahan kondisi financial distress sejak dini pada Badan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah (BKPAD) Provinsi Sumatera Selatan agar nantinya pemerintah
daerah dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang
mengarah pada kebangkrutan, seperti diungkap Sari, Dewata dan Jauhari (2023)
bahwa penting bagi pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan untuk
melaksanakan program kerja dengan memperioritaskan pada belanja modal agar
dapat mengurangi terjadinya financial distress. Kegiatan pengabdian masyarakat
ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta untuk meningkatkan pengetahuan
tentang pentingnya pengelolaan komponen belanja daerah secara optimal dan
upaya menghindari financial distress serta dapat meningkatkan kemampuannya
dalam menyusun alokasi belanja sesuai proporsi dengan melihat rasio keuangan
yang telah diperhitungkan dari tahun sebelumnya agar financial distress tidak
terjadi dan pelayanan publik terjaga.

METODE KEGIATAN
1. Lokasi Dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ditujukan bagi Kepala dan
pegawai BPKAD yang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
urusan penunjang pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset
daerah, dan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Penatausahaan.
Kantor BPKAD Prov Sumatera Selatan beralamat di JI. Kapten A. Rivai No.51 Sungai
Pangeran Kec. llir Tim. I Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.

2. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini
sebagai berikut:

1. Metode ceramah digunakan oleh tim pengabdi unuk menjelaskan materi yang
berkaitan dengan materi pengelolaan belanja daerah secara optimal, komponen
belanja daerah, potensi financial distress, perhitungan rasio keuangan serta
upaya-upaya pencegahan.

2. Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan baik bentuk
tanya jawab secara perorangan maupun perwakilan peserta.

3. Metode Pendampingan dilakukan pada saat peserta melakukan praktek materi
sosialisasi.

4. Metode Monitoring dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk
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memastikan peserta telah menerapkan materi sosialisasi dalam pengelolaan
keuangan dan alokasi belanja dan untuk memberikan solusi lanjutan terhadap
permasalahan yang ditemukan pada saat penerapan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Awal, tim melakukan rapat pertemuan pembagian tugas antar tim,
termasuk penyiapan penjadualan pelaksanaan sosialisasi, penyiapan materi,
dan penyiapan soal pre-test dan post-test.

2. Tim melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pihak BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan dalam rangka penyiapan peserta sosialisasi yang terlibat.

3. Pelaksanaan sosialisasi yang dikordinasikan dengan panitia dan peserta
sosialisasi.

4. Monitoring dan evaluasi materi sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan dan perkenalan oleh

Ketua tim pengabdi dan juga perwakilan Kepala dan pegawai BPKAD Provinsi

Sumatera Selatan. Sebelum dimulai paparan materi, diawali dengan pre-test

berkenaan dengan pengelolaan belanja daerah dan financial distress. Setelah pre-

test dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ketua Tim menjelasakan
tentang pengertian dan dampak dari financial distress, serta dijelaskan materi
tentang bagaiman cara memprediksi potensi financial distress untuk evaluasi
kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
tim diharapkan memberikan manfaat positif kepada BPKAD Provinsi Sumatera

Selatan sebagai mitra kegiatan, pembahasan hasil akan dijabarkan sebagai berikut:

a) Peserta kegiatan memperoleh masukan mengenai upaya pencegahan financial
distress;

b) Peserta kegiatan diberikan pemahaman strategi meminimalisasi terjadinya
financial distress pada pemerintah daerah;

c) Tim dan peserta kegiatan berdiskusi membahas beberapa kasus dan
permasalahan yang terjadi.

d) Setelah kegiatan sosialisasi dan sesi tanya jawab dilaksanakan, terlihat bahwa
para peserta kegiatan mulai memahami terkait penyebab dan upaya-upaya
pencegahan yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan agar tidak terjadi kebangkrutan/ financial distress.

Beberapa dokumentasi kegiatan pelatihan dalam rangka pengabdian kepada
masyarakat dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Rangkaian kegiatan yang terlaksana telah disampaikan mencakup materi-
materi yang dianggap relevan dan dapat menambah pengetahuan bagi para
peserta. Selama sesi diskusi, diketahui jika selama ini belum ada upaya untuk
menjelaskan secara lebih terperinci perihal faktor, dampak dan bagaimana
Tindakan pencegahan financial distress bagi pengelolaan keuangan daerah. Peserta
yang hadir menanggapi kegiatan ini secara positif yang dianggap mampu memberi
petunjuk-petunjuk baru dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan laporan
keuangan. Tabel 1 berikut ini menghimpun beberapa respon peserta untuk materi
yang telah disampaikan.

Tabel 1. Topik Diskusi Sosialisasi Upaya Pencegahan Kondisi F
inancial Distress Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

No Materi Umpan Balik
1  Pendalaman pengetahuan tentang Menjelaskan lebih detail dengan contoh
financial distress dan komponen dalam perencanaan dan bukti empiris
belanja daerah komponen belanja dan studi financial
distress.
2  Identifikasi factor-faktor terjadi Perlu kehati-hatian dalam
dan pencegahan financial distress mengidentifikasi terjadinya financial
distress
3  Sinkronisasi uraian dokumen Perlu optimalisasi koordinasi dan
komponen belanja daerah. kerjasama dalam menyusun
perencanaan anggaran pendapatan dan
belanja.

Sumber: Diskusi, 2023

Dari kegiatan sosialisasi diperoleh tanggapan dari para peserta dan
diharapkan mampu memberi tambahan pengetahuan dan mendorong peningkatan
kapasitas pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Ada feedback positif dan
antusias dengan upaya menunjukkan kemampuan mereka dalam berperspektif
argumentasi untuk beberapa permsalahan yang telah terjadi dan solusi untuk
mengatasinya. Pada akhir kegiatan, pihak BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berharap agar dimasa mendatang ada kegiatan pengabdian yang sifatnya lebih
intens dan mendalam bagi para pegawai pemerintah daerah lainnya.
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KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakt ini telah dilaksanakan oleh tim
pengabdi Dosen berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi pegawai BPKAD selaku mitra. Peserta sosialisasi ini adalah para
pegawai yang memiliki tupoksi dalam perencanaan dan penganggaran keuangan
pemrintah keuangan daerah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan
serta sharing bukti-bukti emperis terkait financial distress. Rekomendasi untuk
penguatan selanjutnya yaitu perlunya tetap dijalan kerjasama kemitraan antara
perguruan tinggi bersama pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan
daerah sesuai tri dharma perguruan tinggi dalam menerapkan aplikasi dan
teknologi menuju perubahan ke arah yang lebih baik.
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